
Menbri Perenunaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencrnaan Pembangunan Nasional

SAI,INAN
KEPUTUSAN MENTTRI PER}]NCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/O 1 /20 1 9

TENTANG
Pf,MBENTUKAN TIM PEMI-AI PUSAT DAN SEKREIhRIAT TIM PENILAI PUSAT

JABA'I'AN TUNGSIONAL PERXNCANA

MIMIRI N}]GARA PERLNCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL,/
KI]PAIA BADAN PHRENCAN AN PEMI]ANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

b.

C.

7.

2.

3.

4.

5.

bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Jabatan Fungsional
Perencana perlu dilakukan penilaian atas kinerja Perencana yang
dituangkan dalam Daftar Usulan Fenetapan Angka Kredit (DUPAK);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalant
huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim
Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana yang berkedudukan di
Bappenas;

bahwa pejabat clan pegawai yafig nanl.alya tercanturn dalam
Lanrpiran Keputusan ini dtanggap mampu dan nremenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebaga i anrylota
Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai PusatJabatan Fungsional
Perencana;

Undang-Undang Norlror' 12 Tahun 2078 telltarlg Arqagararl

Pendapatan dan Belanla Negara Tahun Anggaran 2019 (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nonror 6263);

Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 2O73 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahrn 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nonlor 65 Tahun 2015 tentan3 Kementelian
P er encanaan Pembangunan Nasional;

Peraturafl Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
denSan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2016;

6. Keputusan
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Menetapkan

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatvr Negara Nomor

76/ M.PAN/ 3/ 2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan

Angka Kreditnya;

7. Keputusan Menteri NeSara Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Kepal a Badan Petencanaan Pembangunan Nasional Nomor

266/M.PPN/04/ 2OO2 tentang Organisasi da^ Tata Kerja Tim Penilai

Angka Kredit Jabatan FunSsional Perencanal

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nonror Nomor 3 Tahun
2O11 tentang Pedontan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional Perencana;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pentbangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2O16

tentan8 Or8anisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional,

sebagaimana telah diubah dell8an Peraturan Menteri Perencanaan

Penrbangunan Nasional/ Kepala Badan Perencan aan Pembangunan

Nasional Nomor 6 Tahun 2OI7;

1O. Peraturarl Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pelnbangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016

terltanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penlantauan, dan

Evaluasi Ke8iatan dan Anggaran;

Mf,MUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTTRI PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIATTM PEMLAI PUSAT

JABATAN ruNGSIONAL PERXNCANA.

Menrbentuk Tinr Penilai PuMt dan Sekretariat Tinr Penilai Pusat JabaVn
Fungsional Perencana ut.ttuk selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat dan

Sekretariat Tim Penilai Pusat, dengan susunan keangSotaan sebagaimana

tercanlunl dalanr Lantpiran Keputusatr ini.

Tim Penilai Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Ang8ota.

Sekretariat Tim Pernilai Pusat terdiri atas Kepala, Sekretaris, dan Anggota.

Tim Penilai Pusat bertuSas:

a. nlenyusun rencana dan iadwal kerja pelaksanaan Penilaian Angka

Kredit Perencana;

b. secara bersama-sanu melakukan penilaian terhadap usulan

penetapan angka kredit perencana; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA: ...
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KELIMA

KEENAM

Sekretariat Tim Penilai Pusat bertugas:

a. membantu pelaksanaan tuSas Tim Penilai Pusat dalam hal
nrenyiapkan bahan penllaian, mengecek kelengkapan bahan

penTla\an, dan menyiapkan jadwal penllaian, dan menyiapkan berita

acara penllaian; dan

b. melaksanakan tugas-tu8as lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai

Pusat.

Segala biay a y ang diperlukan dalam rungka pelaksanaan tugas Tim Penilai

dan Sekretariat Tim Penilai dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2

Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangal 29 Januart 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONIGORO

nd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

zr.--
RR. Rita Erawati

KETUJUH



SUSUNAN KEANGGO'TAAN

TIM PENN.AI PT]SAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT

JABATAN ruNGSIONA], PERENCANA

A. TlM PEMLAI PUSAT

Ketua merangkap AnSSota

Wakil Ketua merangkap AnSSota

Sekletaris merangkaP Anggota
dan Kepala Sekretariat

Anggota

B. SEKREI}\RIA:| TIM PENIIAI PT]SAT

Sekretaris

Anggota

Salinan sesuai dengan aslinYa

Kepala Biro Hukum,

Z:-=-'

Sekretaris Kementerian

Utama Bappenas.

Inspektur Utama.
Kepala Pusat Pembinaan

Pelatihan Perencana.

1. Dr. Haryanto, SE, MA;
2. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;

3. Drs. Petrus Sumarsono, MA;
4. Drs Johny Juanda, MM;
5. Ir. lmarita T[ihanda, MS;

6. lr. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si.

Kepala Bidang
Pengembangan

Perencana.

1. Wiwit Kuswidiati, S.Sos, MA;
2. Dra. Maslakah Murni, MAP;

3. Dwi Harini Septaning TYas, SE, MA;
4. Pandr Pradhana, ST, MPA;

5. Karyoto, S.Sos;

6. Eko Slamet Suratnlan, SH, M.Si.

PPN/Sekretaris

Pendidlkan dan

MENTERI PER,ENCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERT]NCANAAN PEMBANGT-INAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KXPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.3/M.PPN/HWO 1 /20 1 9

TANGGAL 29JANUARI 2019

Pembinaan dan

Jabatan Fungsional

ttd.


